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MENGINGAT

,q. bah',nra dalam rangka pelaksanaan Proyek

Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaien Nganiuk
perlu segera menunjuk dan mengangkat Pemimpin

irroyek dan Benciaharatryan Proyek, yalq_.stmber
dananya Cari Anggaran Biaya Tambahan (ABT) APBN

Tahun 2001 berdasarkan surat Keputusan otorisasi
(SKO) yang disampaikan kepada Bupati Nganjuk'

hahwa Pejabat yang nama dan jabatannya tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi

syarat untuk ditunjuk melaksanakan tugas sebagai

PLmirnpin Proyek dan Bendaharawan Prayek Dana

Anggaran tsiaya Tambahan {ABT} APEN Tahun 2OB1

yang Aitetapkan dengan Keputusan Bupati'

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah;
1

Undang Undang Nomor 25 Tahun lggg tenhng
Perimbingan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjavuaban Keuangan

Daerah,

peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2OO0 tentang

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam

pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan'
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Keputusarr Presiden Nonror 17 Tahun 2000 teniang

Peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan Kepuiusan Presiden Nomor 18 Tahun 200c tentang

Pedonnan Felaksanaan Fengadaan BaranglJasa lnstansi

Pemerintah;

Peraiuran Menteri Dalam Negeri I',jom*r 2 Tahun 1Sg'1

tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daereh;

Peraturan Menter! Dalarn Negeri Nornor 2 Tahun 1996

ientang Perubahan Feraturan lJlenteri Dalam Negeri

N*mor-?Tahunigg4tentanqPelaksanaanAnggaran
Pendapatan dan Eelanja Daerah;

Keputusan fu,t*nteri Dalam N+geri l.l+mor 909-0gg Tahun

teie0 ientang Manuai Adnrinistrasi Keuangan Daerah;

MEMLJTUSKAN

,

Menunjuk pejabat yang nama dan j*batannya sebagaimana

tercantum daiam Lampiran Keputusan ini uniuk ditetapkan

sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Foyek'

Angg?ran Biaya Tambahan i AET i AFBr\i Tahun 2ff01 {ii

Kabulpaten Nganjuk-

Pemimpin Frayek dan Bendaharar,rlan Proyek sei:agaimana

din:aksud dalam diktum peitan:a H'+putusan ini mempunyai

tugas sebagai berikut :

a. Pemimpin FroYek

i. Bertanggungjalvab ata* penyeiesaiatr pekerjaan

iphisik cian non phisik) operasionai, adminisirasi cian

(*uangan sesuai DiPDA yang bersangkuian'

2.M+nand*tanganisuratK+putusailPenunjukan
Rekanan I Pemoorong amu peiaksana pekerjaan

pengadaan barangljasa, baik yang dikerjakan secara

dihorongkan maupuR secara swakelola;

3. t\rienandatangani Surat Perintah Kerja ( SFK ) atau

Surat Perjanjian Keria/ Pemborongan ( Kontrak i
pengadaan barangl jasa;

4. t\{+nyetujui dan menandatangani ,surat Permintean

Pem-bayaran { SPP i yang diiengkapi dengan

lampiranberitaacarapenneriksaandarihasil
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pefileriksaan Badan Pengawas Pembangunan !
Pekerjaan ( BPP ) atau tim supervisi untuk pi'oyek
phisik I non phisik yang dikontrakkan;

Menyetujui dan rnendatangani Surat Permintaan
Fembayaran {SPF) yang dilampiri dengan perincian
rencaRa penggLinaan pelaksanaan pekerjaan yang
dikerjakan swakelola;

Menandatangani dan bertanggungjawab atas seffua
Surat Pertanggungiawaban Pembangunan ( SPJP )
dengan dilampiri berita acara perneriksaan oleh

Badan Pengawas Pembangunan i Pekerjaan dan
membuat laporan bulanan dan erraluasi xemajiian
pelaksanaan proyek kepada Bi.lpati Nganjuk;

7. Bertanggungjaw'ab aias penyelesaian proyek tepat
pada ,,vaktunya Can menetapkan ijin perpanjangan
waktu pelaksanaan dan denda keterlambatan
penyelesaian peker.!aan;

8. Menetapkan perubahan pekerjaan tambah kurang
dan mengatur tertib adrninistrasi keuangan;

g, Mengadakan pemeriksaan terhadap Bendaharavuan
Proyek dan membuat beriia acara hasil pemeriksaan
tersebut baik rutin maupun berkala;

Bendahara\ryan Proyek

1. Berianqgungjawab atas tertlh administrasi
pengelolaan keuangan praYek;

?. Menerima tagihan dari rekanan I atau pembci:+ng

atas pelaksanaan proyek yang ditunjuk, baik uniuk
nekerjaan yang diborangkan atau swakel+la',

3. Mengajukan $urat Perminta.an Pembayaran ( SPP );

4. iVlelakukan pembayaran sesuai dengan Surat
Perintah Membayarkan Giro ( SPMG );

5. lJlenyamoaikan surat pertanggungjawaban
pembangunan (SPjPi paling lambat tanggal 10 bt"rlan

berikutnya dan menyiapkan bahan adminisr'rasi
keuangan dalam pemeriksaan oleh inttansi yang
berwenang;

6. Men':ungui dan nrenyetor pajak - pajak negara, pajak
dan retribusi daerah dan melaporkan sebagaimana
keteniuan yang berlaku;
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KETIGA

,SALINAN :Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekiiruan didalamnya akan diadakan perubahan

sebagaimana mestinYa.

. SOETRISI{O R, M.Si

KabuPaten Nganjuk

2. Sdr. Kepaia BAPFEDA Kabupaien Nganjuk

3. Sdr. Kepala Dinas / Instansiyang terkait

4. S<ir. nfsisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan

5. Sdr. Kepala Bagian Hukum pada Assisten
Sekretaris Daerah Bidang Pemeriniahan

6. Sdr. Pimpinan tsank JATIM Cabang Ngan.luk

?. Sdr. P+mimpin Proyek dan Bendaherawan Proy+k

---_ 
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